
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam 
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140); 

Mengingat 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (1), 
· Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis tentang 
Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan 
Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan 
Desa Dalam Kabupaten Bengkalis; 

Menimbang 

BUPATI BENGKALIS, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT 
DESA SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM 

KABUPATEN BENGKALIS 

TENTANG 

PERATURAN BUPATI BENGKALIS 
NOMOR 11 TAHUN 2016 

BENGKALIS BU PAT I 



.... · . 

_:':: .. :·:.... ' ,:):;:>., .. 
'PasalT 

<:Dala.nl ~~~atu;an ~upati iniyang dimrlkstid de~gan : 
..... -1. ·naerah adalahKabupaten Bengkalis, . ": 

2. <:Pem~rintah :t:>aeriih · adalah Bupatl sebagai 
· penyelenggara .. Pemeriri.tah Daerah ·. yang memimpin 

···: ·pelaksanaan -'. ·irrusan / pemerintahan yang· 
kewenangan daerahotonom. ·. · 

' Bup~ti adaja.n:Bupati Berigk8.lis. 
· 4. Camaf.adal~hCamat dalam WilayElh K~bup~ten Bengkalis. 

>s. Kepala -Desa i adhlah .• ; -Kep~a ;De~~ dalam ·· -. · Wilayah" 
..•... · .. Kabupaten Bengkalis. 
i 6. ''Pemerlri.ta.han '· Desa . adalah penyelenggaraan 

pemepntahan {dan.·.··•· kepentingan····· m~syarakat. setempat . 
··aalaffi' .sistem pemerintahari .Negara ':Kesa.tuan .· Republik · · 

· Indonesia> · .·. · 
. ,)·.~,. .. ·.., ' 

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa 'dibantu Perangkat 
.Desasebagai lll"lsur;penyelenggaraJ>eil}erin~an Desa. 

-Badan Peifuusyaw~ataf! De~a. ~tau yang disebut dengan 
.nama lain. adalah \Jembaga. yang melaksanakan fungsi 
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari 

•. pendllduk Desa -berdasarkan keterwakilan .· wilayah dan 
c:Iitetapkan secara demokratis. ' '' ' ' '• - 

9. A}okasi Daria Desa, _ selanjutnya ·disingkat ADD, adalah 
· 'dana perimbangan ' yarig diteriII1a Ka bu paten Bengkalis ·-·­ 
dalam Ariggaran . Pendapatan .. dan Belanja . Daerah 
Kabupaten Bengkalis setelah - dikurangi ··- Dana Alokasi 
Khusus. ·. -··. 

10. Pelaksana: · Teknis Pengelolaan .. Keuangan Desa yang .. 
selanjutnya disingkat PTPKD .aclalah . unsur perangkat 
Desa yang .membantu Kepala Desa untuk melaksanakan 
pengelolaan keuangan Desa. ..-. ·- · · 

- MEMUTUSKAN : 

PERATURAN _BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN 
TETAP DAN TUNJANGAN: KEPALA DESA DAN PERANGKAT ·· 
DESA SERTA TUNJANGAN. BADAN PERMUSYAWARATAN 
DESADALAM KABUPATEN BENGKALIS . 
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6 .. Peraturan Pemerintah .:Nomor 43 Tahun >2014 tentang 
Peraturan -Peiaksanaan-Undang-t]ndarig Nomor 6 Tahun 
2014itentang .Dei:;a sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
2014 tentang: Perati:trB.n· Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014:terifung Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor l23, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indone.sia Nomor. 5539); 

7. · Perafurari MeriterLPalam Negeri Nomor 11'3 Tahun 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa; ·. 



Pasal3 
( 1) Kepala Desa. dan Perangkat Desa diberikan penghasilan 

tetap. 
(2) Penghasilan tetap • Kepala Desa · dan perangkat Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam 
APBDesa yang bersumber dari ADD. 

(3) Pengasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 
dibayarkan setiapbul::in oleh Pemerintah Desa. . : · 

( 4) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang 
tidak dapat dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) dikarenakan kekosongan jabatan Kepala Desadariy atau 
Perangkat Desa dikembalikan ke rekening Desa. 

Pasal 2 
Penghasilan. yang diherik~ bagi Kepala Desa dan 
Desa terdiri dari : 
a. Penghasilan tetap; :: · 
b. Tunjangan; dan .. . .. ··•. 
c. Penerimaan lain Yang sah. 

BAB II 
PENGHASILAN TETAP, DAN TUNJANGAN KEPALA DESA 

DAN PERANGKAT DESA 

'.---'. - '· 

11. Anggaran Perid~pafun dan Belanja Desa yang selanjutrlya 
disingkat APBI)esa adalah rencana keuangan tahurian 
pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama 
oleh pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan melalui 
Peraturan Desa. · · 

12. Penghasilan · Tetap adalah fixed income yaitu 
pendapatan yang · jumlahnya tidak · dipengaruhi oleh 
perubahan tingkat harga sebagaimana ditetapkan. 
dalam kontrak, peraturan, dan sebagainya. . 

13. Tunjangan adalah unsur-unsur balas jasa Yang diberikan 
dalam nilai . rupiah· secara langsung kepada karyawan 
individual dan dapatdiketahui secara pasti. 

14. Honorarium adalah upah sebagai imbalan jasa yang 
diberikan diluar gaji. 

15. Badan Pengelola ·\Jaminan Sosial yang selanjutnya 
disingkat BPJ~ adalah .. badan hukum publik yang 
bertanggungjawab •kepada Presiden dan berfungsi 
rnenyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi 
seluruh penduduklndonesia termasuk orang asing yang 
bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia,. 



(1)\Selain penghasilantetap, .dalam rnenjalan tugasnya Kepala 
· Desa dan '. J?<:!rangkat.>Desa menerima ·tunjangan yang 

bersumber dari APBDesa. · 
(2) Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 

sebagaimana diriiaksud pada ayat ( 1) terdiri dari : 
a. tunjangan beban kerja; 
b. tunjarigan · kesehatan; 

tunjanganakhirmasa jabatan bagi Kepala Desa. 

(1) ADD yang digunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa 
dan Perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai 

; berilrut: < < ... ····.··· \ · 
a. ADD yang berjllmlah sampai dengan Rp 500.000.000,00 

[lima ratus ,juta rupiah) digunakan paling banyak 60% 
(en~ puluh per sera_tus); ··. >·· ·•·•·· ..' \ ·< . .. . . · .. ···· -. · 
ADD yang •berjhmlahJebih d.ari .Rp .500.000.000,00 (lima 
ratus .juta · rupiah) · sampai dengan Rp 700.000.000,00 
(tujuh ': rafus .. .juta rupiah] . digunakan antara 
~p 30o.qoo!poo,oo (tiga ratusjuta rupiah) sampai dengan 
paling banyakSO% (lima puluh perseratus): -:·_ - ·· 
ADD yang b~rjumlahvlebih dari Rp 700.000.000,00 (tujuh 
ratus ·juta. rupiah) sampai+dengan Rp 900~000.000,00 
(sembilan_.:.:·ratus .•• -:juta ··riipiah)< :digunakan. antara 

. Rp .350.000.000,00 (tiga ratiis lima · puluh juta rupiah) 
sampai dengan paling banyak 40% [empat puluh per 
seratl.ls); dan . ... .. . ..... ··· .. 

a. ADD yang --b~rjumlah Iebih dari Rp 900.000.000,00 
(sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara 
Rp 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh .juta rupiah} 
sampai · derigan paling banyak 30% (tiga puluh .per 

. seratus). · ': - .. 
(2) Besaran penghasilan tetap Kepala Desadan Perangkat Desa 

sebagaimana tei:sebutpada ayat ( 1) adalah sebagai .berikut: 
··a. Kepala DesaRp4.500~000,00; · 
b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh 

perseratus) 'dan paling banyak 80% (delapan puluh per 
seratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa perbulan; dan 

c. Perangkat Desa selain -Sekretaris Desapaling sedikit 50% 
(lima puluh per seratus) dan paling banyak 60% (enam 
puluh per •se[a.tus) dG\ri penghasilan tetap Kepala Desa per 
bulan denga.tl.perhitllngan sebagai berilrut: · .. 
1. Kepala Sekai dan Kepala Urusan sebesar 60% (enam 

puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa 
perbulan; >+ · · · 

2. Kepala Dusun sebesar 50% (limapuluh perseratus) dari 
penghasilan tetap Kepala · Desa perbulan; 

(3) • Bagi. Kepala • :J:>.~~a· •... dan >Perang1fat •· Desa •... yang . berasal dari 
YPegawai Negeri: Sipil ·. (PNS) untuk · · pembayaran penghasilan 

. :tetap dilakukan • sesl1¥ ketentuan peraturan perundang­ 
: >undangan·yang.l:?erl~; :·. 

~~~an K~J~a 
.: Tunjangan 



Pasal 6 
(l.)iKep~a · D~s8. )J~< ~~rangkat ..: De~a )dapat 

< penerimaan lain yang sah. 
(?) Pene~maal"llaiI1 yang :s·ati sebagaimana dimaksud pada ayat >> 

· .. · (1) berupa. honorarium sebagai pelaksana pengelolaan 
keuangan Desay~g besarannya sebagai berikut : . 
a. Kepala .Desa''sebagru penguasa pengelolaan keuangan · 

Desa .: dan · sebagai pengguna anggaran Desa 
mendapatkantunjangan sebesar Rp l.500.000,00 

b. PerangkatDesayarigditunjuk sebagai PI'PKD mendapat 
tunjangan sebagai berikut : 
l. Koordinator Rp J.000.000,00. -: 
2. Pelaksana Teknis (Kepala Seksi/Kepala Urusan) 

Rp 750.0()0,00 
3. Bendahara Desa Rp 1.250.000,00 

(3) Ketentuan pembayaran honorarium sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) sebagai berikut : 
a. Honorarium Kepala Desa, koordinator dan bendahara 

PTPKD dibayarkan setiap bulan selama 1 (satu) tahun; 
dan ··· 

. • <B8.gian Keempat 
•·••· . .Penerimaan Lajp. Yang .Sah ... ·. ::'.:,·::_·~:2:;:_:<> .··' ''·" ' . ', ' .. ._ ·.·· ' ' · ..... ;. ' ' \ 
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(3) Tunjangan bebari kerja bagi Kepala Desa dan Perangkat 
Desa sebagaimaria .. dimaksud pada ayat (2) huruf a 
dibayarkan setiap bulan dengan besaran paling banyak 

'sebagai berikut: · 
..a. KepalaDesaRpl.000.000,00 
b. Sekretaris Desa Rp 750.000,00 
c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa Rp 500.000,00 

(4) Tunjangan kesehatan sebagaimana.dimaksud pada ayat (2) 
huruf b diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan melalui 
kerjasama Desa dengan BPJS sebagai berikut: 
a. Untuk Kep8.la Desa 'dengan standar Klas J; dan 
b. Untuk .Sekretaris .Desa dan Perangkat Desa Lainnya 

denganstandarKlas 2. 
(5) Tunjangan akhir masa jabatan sebagaimana .dimaksud pada 

ayat (2) huruf'.cvdiberikan kepada Kepala Desa yang .telah 
bertugas minimal-J, (satu) tahun dan diberhentikan dengan 
hormat dengan ketentuan sebagai berikut : 

masa jal:)atandiba\Vah 3 (tiga) tahun diberikan tunjangan 
sebesar·.1,5 . (satu setengah] kali besaran -. penghasilan 

· ~e~p p7r~11lan; ;dW: : . . · .. ·.···· .•... ··• · < ·. .·.•·.·· ··. . .. .' • .. > .·. 
masa jabatan:>kita.ra 3 (1:iga) tahun sampai dengan 6 .. 
[enam] tahun 'diberikan tunjangan sebesar 3 (tiga) kali · 

< . b~sa.rari penghasilruJ_tetap •. perbulru:~ . . . . ·. . . .. .. 
(6).Dalaiil .; .hal KepB.l~ D~sa ~eriiriggal dunia, .tunjangan akhir 

< masa jabatari sebagaimana dimakslJ.d pada ayat (2) huruf c 
·. · • diberikari 3· ·(ti.gaf;:.kali · besaran penghasilan tetap · · perbulan 

•.··.·.··· tan pa· memperhitungkan · lama' masa bertugas minimal yang 
•. ·· i.diserB.hkarikepa.da ahliwarisyang 'bersangkutan. ..' 

" . ·.,_., ... · ' ' ' '' ', , ·.". ,.,. ' ·': ' · .. :, :,, . .. . . - . '·: ··,.:-~ . . ·. . .· •' '"' ''' ' '. ' ·~ ' ' ' ' , '." ,,.,:: . ' : . ,_. '. 



( 1) Staf Desa selain Perangkat Desa rnendapat penghasilan dan 
tunjangan Yang bersuml:)er•dari>APBDesa sesuai dengan 
kemampuan keuangari.Desa .. ··. 

- __ -_ - - - . 

a. Tu.I1jahgan Tetap 
.. l., Ketua BJ>D 'paling banyak 2;5 (dua setengah) kali dari 

.: .. ··· ': .. ·i -.5·besaran tujangar1:J:>eban kerja.Kepala Desa pada Desa 
· . ' · .·iyang be~~angktltan; . .. . .': · .. ·•·· <•· .. .. 
· . 2. Wakil ketua dan .Sekretaris BPD paling banyak 90 · 

·\(sembilanpuluh perseratusj.dari besaran tunjangan 

· :~~.-·~·~:::Ll·F;i:·BP~•• ;.~~i1lg., ·6~}iak sti (delapanpuluh 
:. perseratus) dari besaran · tunjangan Ketua. 

b. Tuhjangan :Rapat dengan ketentuan unfuk pembuatan 1 
·· ... ·(satu) PeraturanDesapalingbanyak : 
· '.i::·:Ketua.R#;7so.o66,oo ., ·· _: • · 

~.)Wakil ketuaRp 650.000,00/: 

.. ···.••!:'.~:OW~PRrsd?bbi;gti00 ···.·}· 
Ttfujangari :kesehatandiberikah dalam bentukasuransi 

. kesehatan melalui kerjasama Desa dengan BPJS sebagai 
b~filcut: >' .: •· --'i.z·.· · · ... >f·.: ·. • .': < 

· ···. L. .Untuk Ketua BPD_ dengan ·• s0Ildar Klas 1; dan 
2.' .Untuk Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota BPD 

·· ... .dengan standar Klas 2. . << . ., . · 
(2) Tunj~gan• .. ··•·.· tetap sebagaimana, .~imaksud · pada ayat ( 1) 

huru[ a dibayaz-kan setiap bulan selarna 1 (satu) tahun. 
(3) Tunjangan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf: •.• b . dibayarkan - · berdasarkan · jumlah · peraturan Desa 
yangtelah dit~ta_pkan pada Desa yang bersangkutan sesuai 
peraturan perundang-undangan. . · 

APBDesa sesuai 
ketentuan sebagai 

(1) BPD mendapatkan. tunjangan 
kemampuan < keuangan; Desa 

. berikiit : - 

Honorarium Pelaksana Teknis dibayarkan paling banyak 
pada .. 3 Jtiga_) .· kegiatan sesuai lamanya pelaksanaan 
kegiatan dan atau paJ.ing laniauntuk6 (enam) bulan. 

(4) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dianggarkan .pada bagian minimal 70% (tujuhpuluh 
pers~ra~s) •... ·· ... >APBDesa dibidang penyelenggaraan 
penierintahah Desa. ·. 
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----..1....1.K'H~ U DIN 
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016 NOMOR 11 

Diundangkan di Bengkalis 
Pada Tanggal 18 J anuar-I 2016 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS 

H. AHMAD SYAH HARROFIE 
- 

Ditetapkan di Bengkalis 
pada Tanggal 18 J anuar-I 2016 

Pj. BUPATI BENGKALIS, 

~ '=I:> • ,. 

Pasal 10 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis. 

Pasal 9 
Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan 
Bupati Bengkalis Nomor 19 Tahun 2015 ten tang Penghasilan 
Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Dalam 
Kabupaten Bengkalis sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 26 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 19 Tahun 
2015 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 
dan Perangkat Desa Dalam Kabupaten Bengkalis, dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

BABV 
KETENTUANPENUTUP 

(2) Staf Desa yang ditunjuk sebagai bendahara Desa mendapat 
penghasilan yang bersumber dari APBDesa yang 
besarannya sama dengan penghasilan tetap yang diterima 
oleh Kepala Seksi dan Kepala Urusan. 

(3) Staf Desa yang ditunjuk sebagai tenaga administrasi Desa 
mendapat penghasilan yang bersumber dari APBDesa yang 
besarannya paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) 
dari penghasilan tetap Kepala Dusun. 

(4) Staf Desa berhak mendapat tunjangan kesehatan yang 
diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan melalui 
kerjasama dengan BPJS dengan standar klas 3. 

(5) Penghasilan dan tunjangan kesehatan staf Desa 
dianggarkan pada bagian minimal 70% (tujuh puluh 
perseratus) APBDesa dibidang penyelenggaraan 
pemerintahan Desa. 
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